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Abstract 
The purpose of this study was to determine the quality of administrative services behind the 
name based on buying and selling at the Sigi Regency Land Office. This research uses descriptive 
qualitative type, with the number of informants involved as many as 7 informants through 
Purposive Sampling techniques. In addition, in the data collection technique in this study through 
observation, interviews and documentation. With the method of data analysis through (1) data 
reduction, (2) data display, and (3) conclusion and verification. From the results of the study, it is 
known that the quality of administrative services behind the name based on buying and selling at 
the Sigi Regency Land Office is considered to be running poorly, this is based on the results of 
research that shows that two of the four aspects referred to in this study are still not good These 
are speed and convenience, where in the service process the administration of the name based on 
buying and selling is quite time consuming, where in the service process it still takes between 
fifteen to twenty days, whereas in the standard of service the time needed in the service process the 
administration of returning the name based on buying and selling only takes between five to seven 
days. In addition, in its service, the Sigi Regency Land Office still applies a fairly complex service 
process, and also the many service requirements that are considered rather difficult for the people 
who need the service. 




Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi 
adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional 
di wilayah Kabupaten/Kota atau Wilayah 
Administrasi lain yang setingkat, yang 
melakukan pelayanan pendaftaran hak atas 
tanah dan pemeliharaan data pendaftaran 
tanah. Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi 
adalah salah satuinstansi pemerintah yang 
berperan dalam pengelolaan tanah yang ada di 
wilayah kerjanya yang juga berfungsi 
memberikan pelayanan umum atau public 
service di bidang Pertanahan. Menurut Surat 
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara No. 63 Tahun 2004 menyatakan bahwa 
“Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan 
bahwa negara wajib melayani setiap warga 
negara dan penduduk untuk memenuhi 
kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan 
umum dan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat”. 
Pada penelitian ini penulis memfokuskan 
pada pelayanan administrasi balik nama 
berdasarkan jual beli.Peralihan hak milik atas 
tanah dengan cara jual beli berarti beralihnya 
suatu hak atas tanah dari pihak satu kepada 
pihak yang lain. Berbeda dengan dialihkannya 
suatu hak, maka dengan dialihkannya suatu 
hak menunjukkan adanya suatu perbuatan 
hukum yang disengaja dilakukan oleh satu 
pihak dengan maksud memindahkan hak 
miliknya kepada orang lain. Dengan demikian 
pemindahannya hak milik tersebut di ketahui 
atau diinginkan oleh pihak yang melakukan 
perjanjian peralihan hak atas tanah. 
Pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik 
atas tanah dengan cara jual beli diatur dalam 
Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 
Tahun 1960, yang pelaksanaannya diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
1997 tentang pendaftaran tanah.  
Setiap peralihan hak milik atas tanah 
wajib didaftarkan pada kantor pertanahan 
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setempat. Pendaftaran pemindahan atau 
peralihan hak tersebut bertujuan agar pihak 
ketiga mengetahui bahwa sebidang tanah 
tersebut telah dilakukannya jual beli. Sebab 
apabila jual beli tanah tidak didaftarkan dan 
bidang tanahnya tidak dikuasai secara nyata 
oleh pemilik baru, hal ini membuka peluang 
bagi yang beritikat buruk untuk menjual 
kembali tanah tersebut kepada pihak lain. 
Dengan mendaftarkan tanahnya maka akan 
mendapatkan Surat Tanda Bukti Pemilikan 
Tanah yang disebut sertifikat. Pemberian 
sertifikat tersebut dimaksudkan untuk 
memberikan wewenang kepada yang 
memperoleh hak untuk mempergunakan tanah 
tersebut. Pendaftaran dilakukan karena dengan 
pendaftaran status kepemilikan atas tanah 
menjadi jelas dan dapat dijadikan alat 
pembuktian yang kuat. 
Mengingat begitu pentingnya 
pendaftaran tanah maka setiap peralihan hak 
atas tanah harus didaftarkan pada kantor 
pertanahan setempat. Akan tetapi saatini 
banyaknya masalah terkait buruknya kualitas 
pelayanan di Kantor Pertanahan  Kabupaten 
Sigi menjadi kendala tersendiri bagi instansi 
tersebut untuk mengembangkan pelayanannya, 
tak terkecuali dalam pelayanan administrasi 
balik nama berdasarkan jual beli, sehingga 
banyak masyarakat yang masih enggan untuk 
melakukan pendaftaran perubahan data guna 
memperoleh pelayanan administrasi balik 
nama berdasarkan jual beli di instansi tersebut.  
Masyarakat masih meragukan kemampuan 
pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi 
dalam mewujudkan pelaksanaan pelayanan  
secara cepat di dalam pelayanan tersebut, 
banyak berkas pelayanan yang belum 
tertangani sehingga melewati jangka waktu 
yang ditentukan berdasarkan SOP.  
Dari tahun 2015 hingga 2017 
penyelesaian permohonan melewati jangka 
waktu lebih banyak jika dibandingkan dengan 
tahun-tahun sebelumnya. Bahkan hingga saat 
ini masih terdapat permohonan yang belum 
terselesaikan pelayanannya, yang dikrenakan 
terkendala berbagai proses atau prosedur 
pelayanan yang agak berbelit-belit, masyarakat 
dibebani berbagai persyaratan yang dinilai 
cukup menyulitkan, selain itu keluhan lain 
yang diungkapkan masyarakatseperti adanya 
ketidakpastian waktu dan lambannya proses 
pelayananmengakibatkan rendahnya kualitas 
pelayanan di instansi tersebut. Berbagai 
permasalahan pertanahan yang terjadi tersebut 
merupakan persoalan yang harus diselesaikan 
dan menjadi tanggung jawab Kantor 
Pertanahan Kabupaten Sigi.  
Pelayanan administrasi balik nama 
berdasarkan jual beli pada Kantor Pertanahan 
tersebut di atas menunjukkan bahwa 
permasalahan pelayanan publik dalam 
sertifikasi tanah merupakan salah satu 
permasalahan pokok bagi kinerja institusi. 
Agar tidak mendapat sorotan yang lebih jauh 
diera reformasi ini maka kinerja pelayanan 
pada kantor pertanahan harus segera 
diperbaiki. Ketidak pastian waktu dan biaya 
sering dikeluhkan masyarakat, hal ini karena 
belum ditaatinya standar waktu dan biaya yang 
telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan 
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 
Indonesia No. 6 tahun 2008 tentang 
Penyederhanaan dan Percepatan Standar 
Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan 
Pertanahan (SPOPP) untuk Jenis Pelayanan 
Pertanahan tertentu. 
Pelayanan pertanahan berkualitas dan 
berasaskan keadilan oleh Kantor Pertanahan 
masih menjadi salah satu tuntutan masyarakat 
saat ini, masyarakat selalu mengaharpakan 
pelayanan pendaftaran tanah yang terlaksana 
mudah dan tidak berbelit-belit dalam 
prosedurnya, singkat dalam hal waktu 
pemrosesan pelayanannya, serta biaya yang 
murah. Namun pada kenyataannya, saat ini 
wajah birokrasi publik sebagai pelayan rakyat 
masih jauh dari yang diharapkan,di dalam 
praktek penyelenggaraan pelayanan, rakyat 
menempati posisi yang kurang 
menguntungkan. Beragam keluhan dan 
ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan 
publik menunjukkan mendesaknya suatu 
pembaruan makna baik dari sisi substansi 
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hubungan negara, masyarakat dan pemerintah, 
serta rakyat maupun perbaikan-perbaikan di 
dalam internal birokrasi publik itu sendiri. 
Melihat fenomena di atas menunjukan 
adanya kesenjangan antara harapan (dimana 
dalam kegiatan pelayanan administrasi balik 
nama berdasarkan jual beli, pihak Kantor 
Pertanahan Kabupaten Sigi dituntut untuk 
merespon dengan cepat berbagai kebutuhan 
masyarakat akan pelayanan tersebut), dengan 
permasalahan (dimana sejauh ini pihak Kantor 
Pertanahan Kabupaten Sigi belum mampu 
memberikan pelayanan yang berkualitas). 
Maka dengan demikian, berdasarkan 
permasalahan yang telah di kemukakan 
tersebut, maka pada kesempatan ini penulis 
tertarik untuk melakukan sebuah kajian 
dengan judul “Kualitas Pelayanan 
Administrasi Balik Nama Berdasarkan Jual 




Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif.  
Terkait lokasi, penulis melakukan 
penelitian di  Kantor Pertanahan Kabupaten 
Sigi yang berlokasi di  Jl. Kanuna No.100 
Desa Sidera Kec. Sigi Biromaru, Sulawesi 
Tengah. 
Pada penelitian ini dalam penentuan 
informan menggunakan teknik Purposive 
Sampling. Untuk teknik dalam pengumpulan 
data, penulis menggunakan beberapa cara 
antara lain Observasi, Wawancara dan 
Dokumentasi. 
Pelaksanaan analisis data dalam 
penelitian ini belum ada prosedur baku yang 
dijadikan pedoman para ahli. Dalam penelitian 
ini, peneliti mengikuti langkah-langkah seperti 
yang dianjurkan oleh Miles dan Huberman 
(Sugiono, 2008:237) yaitu (1) reduksi data, (2) 





HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Kecepatan 
Kecepatan pelayanan terdapat di dalam 
kualitas pelayanan. Kecepatan pelayanan, 
yaitu target waktu pelayanan dapat 
diselesaikan dalam waktu yang telah 
ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan. 
Kecepatan pada umumnya menjadi indikator 
dari kualitas pelayanan yang kualitas 
pelayanan itu sendiri dapat diartikan sebagai 
upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan 
konsumen serta ketepatan penyampaiannya 
dalam mengimbangi harapan konsumen 
(Tjiptono, 2007). 
Dari hasil penelitian menunjukan bahwa 
melalui aparaturnya pihak Kantor Pertanahan 
Kabupaten Sigi belum mampu memberikan 
jaminan pelayanan secara cepat kepada 
masyarakat yang membutuhkan pelayanan 
administrasi balik nama berdasarkan jual beli. 
Dalam proses pelayanan balik nama seringkali 
terjadi keterlambatan dalam penyelesaian 
pelayanannya, dimana waktu penyelesaiannya 
seringkali tidak sesuai dengan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan 
organisasi yaitu selama lima hingga tujuh hari 
kerja. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa hal 
yang diantaranya kesalahan pegawai dalam 
memproses berkas pemohon, kurangnya 
jumlah pegawai yang tidak sesuai dengan 
banyaknya berkas pelayanan balik nama, 
hingga pada masalah kendala terkait 
kelengkapan berkas yang harus dipenuhi oleh 
pemohon, sehingga dengan adanya masalah ini 




Masyarakat merupakan pihak yang 
memiliki hak untuk menuntut pelayanan yang 
terbaik pada sebuah organisasi publik seperti 
halnya kantor pertanahan, aparatur Kantor 
Pertanahan Kabupaten Sigi memiliki tanggung 
jawab yang cukup besar untuk diemban, yaitu 
bagaimana mereka mampu melayani 
masyarakat dengan sebaik mungkin, salah 
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satunya dengan kesiapan mereka untuk selalu 
ada kapan saja masyarakat membutuhkan 
bantuan mereka melalui pelayanan-pelayanan 
yang lebih baik. Dari hasil penelitian, peneliti 
melihat kualitas pelayanan administrasi balik 
nama berdasarkan jual beli di Kantor 
Pertanahan Kabupaten Sigi ditinjau dari aspek 
ketepatan sudah berjalan dengan cukup baik, 
hal ini dikarenakan semua informan yang 
dilibatkan dalam penelitian ini menganggap 
bahwa para pegawai atau aparatur di kantor 
pertanahan tersebut selalu siap dalam melayani 
masyarakat yang membutuhkan pelayanan 
administrasi balik nama berdasarkan jual beli. 
Berdasarkan hasil penelitian, dalam 
pelayanannya pihak Kantor Pertanahan 
Kabupaten Sigi masih memberlakukan proses 
pelayanan yang cukup rumit, dan juga 
banyaknya persyaratan pelayanan yang dinilai 
agak menyulitkan masyarakat yang 
membutuhkan pelayanan tersebut. Sehingga 
dapat diasumsikan bahwa kualitas pelayanan 
administrasi balik nama berdasarkan jual beli 
di Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi ditinjau 




Seiring dengan kehidupan masyarakat 
yang banyak mengalami perubahan sebagai 
akibat dari kemajuan yang telah dicapai dalam 
proses pembangunan dan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat. 
Perubahan yang dapat dirasakan sekarang ini 
adalah terjadinya perubahan pola pikir 
masyarakat ke arah yang semakin kritis. Hal 
tersebut dimungkinkan karena semakin hari 
masyarakat semakin cerdas dan semakin 
memahami hak dan kewajibannya sebagai 
warga negara. Kondisi masyarakat yang 
demikian menuntut hadirnya pemerintah yang 
mampu memenuhi berbagai tuntutan 
kebutuhan dalam segala aspek kehidupan 
mereka, terutama dalam mendapatkan 
pelayanan yang sebaikbaiknya dari 
pemerintah, salah satunya ialah proses 
pelayanan yang mudah. 
Kemudahan adalah keadaan dimana 
masyarakat bisa dengan mudah untuk 
menjangkau pelayanan tanpa dihalangi oleh 
keterbatasan geografi, ekonomi, sosial budaya, 
prosedur birokrasi, dan lain sebagainya, 
namun yang menjadi sorotan pada penelitian 
ini ialah lebih pada kemudahan tentang 
prosedur birokrasi yang kadang sangat 
berpengaruh terhadap kualitas pelayanan suatu 
intansi publik. Hakikatnya masyarakat sangat 
mendambakan adanya akses pelayanan yang 
mudah dalam setiap proses pelaksanaan 
pelayanan pada setiap instansi pemerintah, 
khususnya di Kantor Pertanahan Kabupaten 
Sigi. Kemudahan dalam kegiatan pelayanan 
dapat terlaksana apabila masyarakat tidak 
dibebani dengan prosedur pelayanan yang 
tidak berbelit-belit di dalam pelayanan 
administrasi balik nama berdasarkan jual beli 
di Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi tersebut. 
Untuk itu, pada masa reformasi birokrasi 
sekarang ini, instansi tersebut diharapkan 
mampi untuk menerapkan sistem pelayanan 
yang lebih baik, pelayanan yang lebih 
berkualitas dengan memberikan kemudahan-




Dalam proses pelayanan administrasi 
balik nama berdasarkan jual beli pihak 
pertanahan harus mampu memberikan 
pelayanan yang terlaksana secara adil dan 
tanpa adanya sikap diskriminatif terhadap 
masyarakat, karena keadilan dalam 
pemeberian pelayanan administrasi balik nama 
berdasarkan jual beli kepada masyarakat 
merupakan hal penting yang harus 
diperhatikan oleh aparatur Kantor Pertanahan 
Kabupaten Sigi. Masyarakat harus mendapat 
perlakuan yang sama dari pelayanan yang 
diberikan. Karena dengan pelayanan yang 
bersifat adil, masyarakat akan merasakan 
kepuasan dari pelayanan yang diberikan. 
Kesamaan hak pelayanan adalah tidak 
adanya perbedaan perlakuan pelayanan yang 
dilakukan oleh aparatur Kantor Pertanahan 
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Sigi terhadap para masyarakat yang 
membutuhkan pelayanan balik nama. Setiap 
masyarakat yang mengajukan permohonan 
pelayanan balik nama memiliki hak yang sama 
dengan yang mengajukan pelayanan serupa 
yang lainnya. Hak perlakuan yang sama harus 
diberikan oleh setiap aparatur Kantor 
Pertanahan Sigi kepada semua masyarakat 
yang mengajukan pelayanan pertanahan 
tersebut. 
Keadilan dalam pemeberian pelayanan 
balik nama berdasarkan jual beli yang 
dilakukan oleh aparatur Kantor Pertanahan 
Kabupaten Sigi kepada masyarakat merupakan 
hal penting yang harus diperhatikan oleh 
aparatur instansi tersebut. Masyarakat harus 
mendapat perlakuan yang sama dari pelayanan 
yang diberikan. Karena dengan pelayanan 
yang bersifat adil, masyarakat akan merasakan 
kepuasan dari pelayanan yang diberikan. 
Berdasarkan penelitian, peneliti melihat 
bahwa kualitas pelayanan administrasi balik 
nama berdasarkan jual beli di Kantor 
Pertanahan Kabupaten Sigi ditinjau pada aspek 
keadilan dinilai sudah berjalan dengan cukup 
baik, sehingga keadilan dalam pelayanan 
administrasi balik nama berdasarkan jual beli 
ini harus terusdipertahankanbahkan kalau 
perluterus ditingkatkan. Peneliti melihat 
bahwa pelayanan administrasi balik nama 
berdasarkan jual beli yang dilakukan oleh 
Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi sudah 
terlaksanadengan adil kepada seluruh 
masyarakat yang berhak mendapatkan 
pelayanan administrasi balik nama 
berdasarkan jual beli dengan menghilangkan 
pelayanan yang bersifat diskriminatif. 
Aparatur Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi 
juga tidak membeda-bedakan masyarakat 
asalkan masyarakat tersebut berhak untuk 
mendapatkan pelayanan tersebut, sehingga 
seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan 
yang sama dan mendapatkan rasa keadilan dari 
pelayanan yang diberikan oleh pihak Kantor 
Pertanahan Kabupaten Sigi. Dengan tidak 
adanya pelayanan diskriminatif yang 
dilakukan oleh aparatur Kantor Pertanahan 
Kabupaten Sigi, maka pelayanan yang 
diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 
Sigi dirasa adil oleh masyarakat sehingga 
masyarakat merasakan kepuasan atas 
pelayanan yang diberikan. 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang tengah 
dibahas secara sistematis pada bagian 
sebelumnya, maka peneliti dapat menarik 
kesimpulan bahwa kualitas pelayanan 
Administrasi Balik Nama Berdasarkan Jual 
Beli  di Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi 
dinilai masih berjalan kurang baik, hal ini 
berdasarkan hasil penelitian yang 
menunjukkan bahwa dua dari keempat aspek 
yang dijasikan sebagai acuan pada penelitian 
ini masih berjalan kurang baik, kedua aspek 
tersebut ialah kecepatan da kemudahan, 
dimana dalam proses pelayanannya 
administrasi balik nama berdasarkan jual beli 
tersebut cukup memakan waktu yang lama, 
dimana di dalam proses pelayanannya masih 
memakan waktu antara lima belas hingga dua 
puluh hari, padahal di dalam standar 
pelayanannya waktu yang dibutuhkan dalam 
proses pelayanan administrasi balik nama 
berdasarkan jual beli ini hanya memakan 
waktu antara lima hingga tujuh hari. Selain itu, 
dalam pelayanannya pihak Kantor Pertanahan 
Kabupaten Sigi masih memberlakukan proses 
pelayanan yang cukup rumit, dan juga 
banyaknya persyaratan pelayanan yang dinilai 
agak menyulitkan masyarakat yang 
membutuhkan pelayanan tersebut. 
 
Rekomendasi 
Berdasarkan kesimpulan yang 
dikemukakan oleh peneliti di atas, adapun 
saran penelit terkait masalah yang ditemukan 
di dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: 
1. Diharapkan adanya usaha dari pihak Kantor 
Pertanahan Kabupaten Sigi untuk 
lebihmeningkatkankecepatan pelayanannya, 
dengan mengambil langkah antisipasi 
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seperti penambahan jumlah aparatur untuk 
menangani seluruh berkas pelayanan 
pemeliharaan data yang menumpuk agar 
secara serentak dapat diselesaikan, perlu 
adanya ketelitian pegawai dalam 
pengecekan berkas pemohon sehingga tidak 
terjadi hambatan saat berkas tersebut 
diproses, serta pemberian informasi yang 
jelas kepada pemohon terkait persyaratan 
pelayanan sehingga permasalahan terkait 
kurangnya berkas persyaratan dapat di atasi.  
2. Selain itu dalam proses pelayanan 
pemeliharaan data, perlu adanya kebijakan 
atau mekanisme pelayanan yang lebih 
memberikan kemudahan bagi pengguna 
layanan agar tidak terkandala oleh proses 
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